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Nurul Arbiati (B 111 12 066) Implementasi Sistem Informasi dan 
Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dalam Mencegah 
Sertifikat Ganda (overlapping) dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan 
M. Ilham Arisaputra. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam 
mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan 
Nasional (SIMTANAS) dan untuk mengetahui implementasi Sistem 
Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dalam 
mencegah kepemilikan sertifikat ganda (overlapping). 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan memilih tempat 
penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar 
yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data 
diperoleh dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui 
wawancara dan dokumen-dokumen terkait. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penyiapan data elektronik dalam 
implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan 
data manual yang didapatkan dalam kegiatan pertanahan itu sendiri. 
Hingga dapat dikatakan bahwa implementasi SIMTANAS di BPN Kota 
Makassar sendiri belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu 
pelayanan yang dilakukan masih berdasarkan KKP. 2) KKP web yang 
dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian SIMTANAS pada BPN Kota 
Makassar berfungsi mencegah terjadinya sertifikat ganda (overlapping) 
dengan Geo Spasial KKP yang memberikan data spasial bidang tanah 
yang terdaftar dan belum terdaftar. Secara keseluruhan aplikasi ini belum 
maksimal dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 
meter. Sehingga informasi data pertanahan yang dikelola oleh BPN kerap 
mengalami beberapa permasalahan, seperti terjadi tumpang tindih pada 
suatu bidang tanah dengan bidang tanah lainnya, dan berujung pada 
permasalah  yang ditemui oleh PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan 






Nurul Arbiati (B 111 12 066) Implementation of Information System 
and the National Land Management (SIMTANAS) in Preventing 
Overlapping of Certificate Ownership. Supervised by Sri Susyanti 
Nur and M. Ilham Arisaputra. 
The research were aimed to understand the preparedness of electronic 
datain implementing Information System and the National Land 
Management (SIMTANAS) and to understand the implementation of 
SIMTANAS in preventing overlapping of certificate ownership.  
The research was conducted National Land Agency (BPN) in Makassar 
aimed to collect primary and secondary data. The data were collected 
through interview and relevant documents. 
The results of the research are: 1) The preparation of electronic data in the 
implementation of SIMTANAS in BPN Makassar exercised in accordance 
with manual data obtained in the activity of agricultural itself. Therefore, it 
could be said that the implementation of SIMTANAS in BPN Makassar has 
not been effectively implemented. Moreover, the service performed is still 
refers to KKP. 2) Web of KKP is run as a form of SIMTANASapplication in 
BPN Makassar working to prevent the overlapping of certificate ownership 
through geospatial of KKP providing spatial data in the field of registered 
and unregistered land. Relatively, the application has not worked 
effectively due to the lack of its accuracy could reached error for 
approximately radius of 100 meters. Therefore the information of land data 
managed by BPN frequently having problems such as the occurrence of 
overlapping of land plot with the others, resulting to the problems faced by 
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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya besar,hal 
tersebut berkembang seiring pertumbuhan yang sangat pesat, 
berdasarkan data Badan Pusat Statistik sensus tahun 2010 diketahui 
bahwa pertumbuhan penduduk melebihi proyeksi nasional yaitu sebesar 
237,6 juta jiwa dengan indeks pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 
mencapai 1,49 %.1 Dengan berkembangnya jumlah pertumbuhan 
penduduk tentunya akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat, 
salah satunya yaitu mengenai ketersediaan lahan. 
Bertambahnya populasi ini ternyata tidak sejalan dengan jumlah 
lahan untuk membangun pemukiman yang semakin minim. Tidak sedikit 
lahan-lahan produktif kemudian ditimbun dan dijadikan perumahan dan 
kawasan perkantoran. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari 
masyarakat perkotaan kemudian memasok dari daerah pedesaan.  
Dengan populasi yang semakin meningkat dan kebutuhan akan 
tanah yang terbatas, maka diperlukan adanya pengaturan dari negara. 
                                                          
1 Diakses di http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1268 pada Selasa, 24 November 




Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemilikan, penguasaan, 
serta pemeliharaannya secara sistematis.2 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok 
Agraria yang kemudian dikenal dengan UUPA pada pasal 19 ayat (1) 
dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran 
tanah ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah maupun pemegang hak atas 
tanah.  
Dengan adanya ketentuan ini, maka undang-undang memberikan 
hak bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak hanya sekadar 
memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah kemudian 
dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti authentik kepemilikan  
yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, hal itu 
dikarenakan sertifikat ini merupakan bagian dari surat-surat berharga. 
Sertifikat merupakan wujud pemberian hak atas tanah. Pemberian hak 
atas tanahnya itu adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang yang 
bersama-sama atau sesuatu badan hukum.3 Pemberian hak atas tanah di 
Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang 
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat 
                                                          
2 Soedarmanto, 2011, Status Hukum Penguasaan Tanah Timbul (Tanah Lorong) Pada 
Tepian Sungai Walennae Kabupaten Soppeng, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar hlm.2 
3 Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 1 
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BPN-RI) dalam rangka memberikan jamin dan kepastian hukum yang 
dapat mencakup secara keseluruhan di seluruh wilayah Republik 
Indonesia.  
Untuk mencakup basis data pertanahan secara keseluruhan di 
Indonesia maka BPN-RI sudah seharusnya menerapkan teknologi 
informasi. Teknologi informasi tersebut harus dikelola dalam sistem 
informasi pertanahan yang bersifat nasional. Sistem yang kemudian hadir 
ini tidak hanya memberi informasi pada masyarakat namun juga memiliki 
sifat manajerial yang dapat mengelola data pertanahan secara nasional. 
Sistem ini juga merupakan bentuk perubahan pola pelayanan kepada 
masyarakat. 
Badan Pertanahan Nasional dalam upaya mengubah pola pelayan 
kepada masyarakat sebenarnya telah melakukan pelayanan berbasis 
komputer sejak 1997. Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atau Land 
Office Computerization (LOC) dengan tujuan menciptakan tertib 
administrasi pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan 
BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, 
menghemat space / storage untuk penyimpanan data-data pertanahan 
dalam bentuk digital (paperless), meningkatkan kemampuan SDM 
pegawai BPN di bidang teknologi informatika / komputer, melakukan 
standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah 
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pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem 
informasi pertanahan yang handal.4 
Sistem ini juga tentunya diharapkan dapat meminimalisir 
permasalahan dalam pendaftaran hak atas tanah. Permasalahan 
pendaftaran hak atas tanah kerap menimbulkan masalah dalam 
kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA dinyatakan bahwa pendaftaran tanah yang diadakan Pemerintah 
adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti 
yang kuat. 
Namun pada kenyataannya sering kali kita mendapatkan 
kepemilikan sertifikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah. Dengan 
adanya sertifikat ganda atas status kepemilikan tanah, maka menimbulkan 
ketidakpastian hukum, sebab tujuan didaftarkannya tanah untuk 
memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Hal 
tersebut tentunya tidak lepas dari human error atau kesalahan yang 
dilakukan oleh petugas pertanahan.5 Selain itu hal ini juga dapat terjadi 
karena tidak adanya basis data mengenai bidang –bidang tanah yang 
telah terdaftar maupun belum terdaftar serta masih adanya unsure 
kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftakan kembali sertifikat yang 
sebenarnya sudah ada di BPN, hal ini bertujuan untuk memanfaatkan 
kelemahan lembaga BPN ini. 
                                                          
4 Diakses di http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan 
pada Kamis, 26 November 2015 pukul 19.17 WITA 
5 Diakses di http://koranmakassaronline.com/v2/oknum-pegawai-bpn-makassar-diduga-
gelapkan-sertifikat-tanah/ pada Kamis, 26 November 2015 pukul 19.53 WITA 
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Selain itu, Kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan 
pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi 
penguasaan dan pemilikan tanah, serta kurang transparannya informasi 
yang tersedia di masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya 
sengketa-sengketa tanah. Hal ini menyebabkan terkonsentrasinya 
penguasasan dan pemilikan tanah dalam hal luasan di pedesaan dan/atau 
jumlah bidang tanah di perkotaan, hanya pada sebagian kecil masyarakat. 
Di sisi lain persertifikatan tanah tampaknya masih cenderung kepada 
akses permintaan, yang jauh melampaui sisi penawaran, meskipun 
proyek-proyek administrasi pertanahan seperti prona dan proyek adjukasi 
relatif berhasil mencapai tujuannya. 
Kesalahan yang kerap dilakukan oleh petugas pertanahan dan 
minimnya akses informasi pertanahan diharapkan dapat diminimalisir 
dengan adanya penertiban administrasi pertanahan melalui sistem 
elektronik dalam penggunaan komputer, sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Presiden Nomor. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional 
di Bidang Pertanahan pada pasal 1 huruf b menugaskan Badan 
Pertanahan Nasional untuk melakukan pembangunan sistem informasi 
pertanahan dan manajemen pertanahan, yang meliputi penyiapan aplikasi 
data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan 
penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang 
dihubungkan e-government, e-commerce dan e-payment.  
6 
 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian 
dengan judul “Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen 
Pertanahan Nasional untuk Mencegah Sertifikat Ganda 
(overlapping)” 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 
yang akan dibahas adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana penyiapan data elektronik dalam implementasi Sistem 
Informasi dan manajemen pertanahan Nasional (SIMTANAS) ? 
2. Bagaimanakah implementasi sistem informasi dan Manajemen 
Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dalam mencegah kepemilikan 
sertifikat ganda (overlapping) ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam 
mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen 
Pertanahan Nasional (SIMTANAS) 
2. Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi dan Manajemen 
Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dalam mencegah kepemilikan 




D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap dengan penelitian ini maka dapat memberikan 
masukan dalam hal implementasi sistem informasi dan manajemen 
pertanahan nasional (SIMTANAS) dalam upaya mencegah sertifikat 
ganda (overlapping) serta apa yang perlu dibenahi oleh Badan 
Pertanahan Nasional dalam hal melakukan fungsi tersebut sehingga dapat 







A. Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS) 
Kebijakan umum pengelolaan pertanahan merupakan penjabaran 
pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang 
menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara tersebut 
memberi wewenang kepada Negara, yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
(Badan Pertanahan Nasional) untuk:6 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa 
tersebut; 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
3. Menentuakn dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Salah satu tugas 
penting Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tersebut 
di atas adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya 
tanah secara utuh dan terpadu dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi system informasi dan manajemen 
modern. 
 
                                                          





Pengelolaan tersebut diperlukan untuk menghindari eksploitasi 
sumber daya agraria dan sumber daya alam yang berlebihan. Badan 
Pertanahan Nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 34 
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Badan Pertanahan pada Pasal 1 
huruf b, ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan Sistem 
Informasi Pertanahan Dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) 
yang meliputi:  
1. Penyusunan basis data tanah-tanah asset negara pemerintah/ 
pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini meliputi: 
a. Inventarisasi asset Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
Perwakilan Negara Asing. 
b. Pembangunan Database Asset yang memuat informasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 
alamat persil, identitas bidang, luas, jenis hak, NOP, NJOP, IMB, 
foto bangunan, perubahan data pemilikan. 
2. Pemetaan kadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) 
dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi 
untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian 
hak atas tanah. Kegiatan ini berupa Pemetaan Kadastral Digital 
dengan menggunakan teknologi Pemotretan Udara dan Citra Satelit, 




a. Titik ground control dengan menggunakan Global Positioning 
System (GPS) 
b. Peta pendaftaran yang memuat informasi bidang-bidang tanah dan 
nomor identifikasinya. 
c. Batas administrasi pemerintah (Desa/ Kelurahan, Kecamatan, 
Kabupaten/ Kota). 
d. Batas kawasan penggunaan tanah (industri, perumahan, 
perkebunan, kehutanan, persawahan). Peta kadastral tersebut 
dapat memberikan manfaat untuk kegiatan inventarisasi dan 
registrasi, perencanaan dan implementasi kebijakan nasional di 
bidang landreform, percepatan pemberian Hak Atas Tanah dan 
pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan masyarakat, dan 
mendukung terciptanya Sistem Informasi Pertanahan Nasional 
berbasis tanah (multipurpose kadastral). 
3. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah melalui system informasi geografi, dengan 
mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dan tanah-tanah 
produktif lainnya, dalam rangka memelihara ketahanan pangan 
nasional.7 
Sebagai institusi pelayanan publik, BPN RI senantiasa berupaya 
meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu upayanya adalah 
dengan melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat, dari 




pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis komputerisasi yang 
dimulai sejak tahun 1997 Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu 
sistem elektronik adalah penggunaan sistem komputer secara luas yang 
mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta 
data elektronik. Sistem ini adalah suatu sistem yang terpadu antara 
manusia dan mesin yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, 
prosedur standar, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang 
mencakup fungsi input, proses, output, penyimpanan dan komunikasi. 
Pengelolaan data pertanahan harus terintegrasi, suatu Sistem Informasi 
dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang mengalirkan 
informasi antar seluruh unit organisasi baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Di samping sifat data pertanahan 
tersebut, juga pengelolaan pertanahan secara elektronik ini untuk 
memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk 
mewujudkan good governance yang akhirnya akan berkaitan keterbukaan 
informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar instansi 
pemerintah.8 
Adapun landasan hukum mengenai Sistem Informasi dan 
Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) ini berdasarkan pada 
beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :  
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Undang undang ini banyak memberikan 
                                                          
8 Diakses di http://www.bpn.go.id/Berita/Artikel/aspek-hukum-teknologi-digital-dan-




terobosan-terobosan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan 
data elektronik, prosedur transaksi elektronik dan keamanan dan 
legalitas data melalui tandatangan elektronik (digital signature). 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Peraturan ini memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan 
pengelolaan data digital yaitu pada pasal 35 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24  tahun 1997 yang menyatakan bahwa secara 
bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan 
menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm dan ayat (6) yang 
menyatakan bahwa rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik 
atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai 
kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas 
oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. 
Akses informasi pertanahan kepada publik yaitu pada pasal 4 ayat (2) 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 menyatakan 
bahwa untuk melaksanakan fungsi informasi dimaksud, maka data 
fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
sudah terdaftar terbuka untuk umum. Pada pasal 33 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 secara spesifik 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan daftar umum dalam 
penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah adalah terdiri peta 
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan daftar nama. Pembatasan 
informasi pertanahan kepada publik untuk yang bersifat pribadi yaitu 
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pada pasal 34 ayat (2) pada peraturan pemerintah tersebut, bahwa 
data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya 
terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan 
pelaksanaan tugasnya. 
3. Peraturan Presiden 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 
Nasional pasal 3 Huruf r pengelolaan data dan informasi di bidang 
pertanahan yang ditindak lanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan 
Informasi Pertanahan (PUSDATIN). Adapun tugas PUSDATIN 
menurut pasal 411 adalah mempunyai tugas melaksanakan 
pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan 
serta membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan 
nasional (SIMTANAS) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Kepala. Dengan fungsi ini maka PUSDATIN melaksanakan tugas 
untuk membangun ‘Etalase’ informasi BPN, menyiapkan dan 
mengembangkan Teknologi Informasi secara terintegrasi untuk 
seluruh unit kegiatan di Badan Pertanahan Nasional dan menyediakan 
Layanan data dan informasi untuk keperluan internal dan ekternal. 
4. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan 
Nasional di bidang Pertanahan pada Ayat 1 huruf b, menugaskan 
Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan 
Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS) angka 2 mengenai Penyiapan aplikasi data tekstual dan 
spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis 
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data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-
government, ecommerce dan e-payment. Ketentuan ini dijadikan 
sebagai landasan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam 
menyiapkan sistem elektronik dalam penggunaan sistem komputer 
secara luas yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan 
jaringan komunikasi. 
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
menjelaskan mengenai media penyimpanan dan tatacara 
penyimpanan data dan dokumen pertanahan. Keterangan mengenai 
media dan metode penyimpanan data dan dokumen secara elektronik 
dijelaskan pada pasal 184 ayat (1) bahwa dokumen dan data 
pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk digital, imaging 
system atau mikro film, ayat (2) bahwa data yang dapat disimpan 
dalam bentuk digital grafis yaitu gambar ukur, surat ukur dan peta 
pendaftaran, sedangkan daftar-daftar isian dapat disimpan sebagai 
data digital tekstual, ayat (3) bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan 
alat bukti pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk mikro film 
atau imaging system, misalnya girik, kikitir dan lainnya keterangan 
mengenai tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan 
dijelaskan pada pasal 186 ayat (1) bahwa media penyimpan data dan 
dokumen yang berbentuk digital, imaging system atau mikro film, 
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harus disimpan di Kantor Pertanahan dalam tempat khusus sesuai 
dengan tata cara yang standard untuk penyimpanan media yang 
bersangkutan. Ayat (2) bahwa dalam hal data dan dokumen telah 
dibuat mikro film atau imaging system, maka data asli dapat disimpan 
di tempat lain 
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 
tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan 
yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Kepala BPN nomor 1 
tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. 
Keputusan ini merupakan landasan operasinal dan layanan Badan 
Pertanahan Nasional kepada Publik dalam pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. Keputusan ini merupakan salah satu 
landasan operasional agar menyelenggarakan Sistem Elektronik 
secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Ke depan harus 
dipertimbangakan mengenai standar pelayanan pertanahan yang 
berstandar ISO diseluruh kantor pertanahan secara bertahap baik dari 
sisi jumlah dan jenis pelayanan pertanahan maupun dari sisi jumlah 
kantor. Adapun ISO yang dimaksud adalah ISO 9001:2008 yaitu suatu 
standar internasional yang diakui untuk sertifikasi sistem manajemen 
mutu/kualitas yang menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk 




B. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah  
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian 
hukum dikenal dengan sebutan recht cadaster/legal cadaster. Jaminan 
kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, 
meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan 
kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini mengasilkan sertifikat sebagai 
tanda bukti haknya.9 
Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata 
Cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu 
record (rekaman), menunjukkan  kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau 
nilai-nilai lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari 
bahasa Latin “Capistratum” yang berarti suatu register atau capita atau 
unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam 
arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahan-lahan, nilai daripada 
tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan 
demikian, Cadastre merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian 
dan identifikasi dari uraian tersebut dan juga sebagai continuous recording 
(rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.10   
                                                          
9 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, hlm. 278  
10 A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Maju Mundur, Bandung, 
hlm. 18-19  
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UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi 
kewajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Dalam 
Pasal 19 UUPA di sebutkan bahwa : 
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 
tersebut; dan  
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. 
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
negara dan masyrakat, keperluan lalu lintas social ekonomi seta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan 
Menteri Agraria 
(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di 
atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
  
Namun meskipun UUPA mengatur pendaftaran tanah, namun tidak 
memberikan pengertian yang dimaksud dengan pendaftaran tanah. 
Pengertian tanah baru dimuat dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, 
perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas 
tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang 
kuat.11 Kemudian defenisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup 
                                                          
11 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar 
Maju, Bandung, hlm 127 
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kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah yaitu serangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, 
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis 
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rymah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 
rumah susun serta hak-hak tertenrtu yang membebaninya.12 
Sedangkan pendaftaran tanah dikutip dari Boedi Harsono adalah: 13  
Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah 
yang secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan 
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang 
ada di suatu wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan dan 
penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan 
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk tanda 
bukti dan pemeliharaannya. 
Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut dapat diuraikan unsur-
unsurnya, yaitu:14 
a. Adanya serangkaian kegiatan 
Kata-kata “ suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya 
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, 
yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu 
                                                          
12  Urip Santoso, Op.cit., hlm 286-287 
13 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta hlm. 72 
14  Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op.cit., hlm. 73 
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kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang 
diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
dibidang pertanahan bagi rakyat. 
b. Dilakukan oleh pemerintah 
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern 
merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi 
kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian 
hukum dibidang pertanahan. 
Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftarantanah 
adalah Badan Pertanahan Naional (BPN), sedangkan dalam 
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
c. Secara terus-menerus, berkesinambungan 
Kata-kata “terus menerus, berkesinambungan” menunjukkan 
kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada 
akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu 
dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi kemudian hingga selalu sesuai dengan keadaan yang 
terakhir. 
d. Secara teratur 
Kata-kata “teratur” menunjukan, bahwa semua kegiatan harus 
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena 
hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya 
20 
 
kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-
negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. 
e. Bidang- bidang tanah dan satuan rumah susun 
Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan 
Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak 
Tanggunag dan Tanah Negara. 
f. Pemberian surat tanda bukti hak  
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengasilkan 
surat tanda bukti berupa sertfikat atas bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atsa satuan rumah 
susun. 
g. Hak- hak tertentu yang membebaninya. 
Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah 
dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan 
Hak Tanggungan atau Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak 
Guna Banguan atau Hak Pakai. 
Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa dalam 
pendaftaran tanah di kenal 2 macam asas yaitu:15 
 
                                                          
15 Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, hlm. 99 
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a. Asas Specialiteit 
 
Artinya pelaksana pendaftaran tanah itu dilselenggarakan atas 
dasar peraturan perundang-undanga tertentu, yang seacara 
teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan 
pendaftaran peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap 
hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai 
luas tanah, letak dan batas-batas tanah. 
 
b.  Asas Openbaarheid (asas publisitas) 
 
Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi 
subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana 
terjadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya 
terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya. 
 
Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yuritdis 
tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan 
pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum sertifikat 
diterbitkan, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang atau sertifikat yang 
rusak. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas : 
a. Asas sederhana 
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 




b. Asas aman 
Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran 
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya 
dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran 
tanah itu sendiri. 
c. Asas terjangkau 
Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, khususnya dengan memerhatikan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh 
pihak yang memerlukan. 
d. Asas mutakhir 
Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikut 
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi 
di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah 
secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 





e. Asas terbuka 
Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau 
memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar 
setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 
Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah 
menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat (16-19), 
yaitu: 
a. Daftar tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. 
b. Surat ukur, adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang 
tanah dalam bentuk peta dan uraian. 
c. Daftar nama, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hal atas 
tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik 
atas satan rumah susun oleh perseorangan atau badan hukum 
tertentu. 
d. Buku tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang 
sudah ada haknya. 
  
Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: 
1. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan 
utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Pasal 19 UUPA. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekadar fasilitas, 
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melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin 
oleh undang-undang.16 Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan 
pendaftaran tanah, meliputi: 
a. Kepastian status hak yang didaftar 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 
pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak 
Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Tanah 
Wakaf. 
b. Kepastian subjek hak 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 
pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara 
Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), 
sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum 
(badan hukum privat atau badan hukum publik). 
c. Kepastian objek hak 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 
pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak 
tanah berada di jalan, keluarahan/desa, kecamatan, 
kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi 
utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa 
atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. 
                                                          
16 Boedi Harsono, Op. cit., hlm. 475 
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Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelindungan 
hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang 
bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.  
2. Kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar. Dengan terselenggaran pendaftaran 
tanah juga dimaksudkan untuk terciptanya suatu pusat informasi 
mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan 
termasuk Pemerintah dengan mudah memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari 
bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka 
untuk umum. Dengan pendaftaran tanah, pemerintah maupun 
masyarakat dapat dengan mudah memperolah informasi tentang data 
fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila 
mau mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya 
pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah atau perusahan 
swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan. 
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3. Ketiga, untuk terselenggarannya tertib administrasi pertanahan. 
Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur 
Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi 
Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan 
Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan Tertib 
Administrasi Pertanahan dilakukan dengan menyelenggaran 
pendaftaran tanah yang bersifat rechts cadaster. Terselenggaranya 
pendaftaran tanah dengan baik merupakan dasar dan perwujudan 
tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan tertib 
administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun 
termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang 
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. 
 
2. Pelaksanaan Pendaftaraan Tanah 
 Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang 
mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
adalah Pemerintah. Namun dalam pasal ini tidak menyebutkan instansi 
Pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tanah tersebut. Begitu 
pula di dalam Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1961 hanya menyebutkan bahwa 
pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. 
Pasal 19 ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah 
diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, 
keperluan lalu lintas social-ekonomi serta kemungkinan 
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penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.17 Dalam 
Penjelasan Umum Angka IV UUPA dinyatakan bahwa :  
Pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan mengingat pada 
kepentingan serta keadaan Negara dan masyrakat, lalu lintas 
social-ekonomi dan kemungkinan-kemugkinannya dalam bidang 
personel dan peralatannya. Oleh karena itu, akan didahulukan 
penyelenggaraannya di kota-kota lambat laun meningkat pada 
kadaster yang meliputi wilayah Negara. 
 
A.P. Parlindungan menyatakan bahwa pendaftaran tanah itu mahal 
sekali anggarannya, sehingga tergantung dari anggaran yang tersedia, 
kepegawaian dan sarana maupun prasarana yang diperlukan sehingga 
diprioritaskan daerah-daerah tertentu terutama  yang mempunyai lalu 
lintas perdagangan yang tinggi  satu dan lainnya menurut pertimbangan 
dari Menteri yang bersangkutan dan urgensi yang ada, sugguhpun pada 
waktu itu di seluruh wilayah Indonesia di tiap kabupaten sudah ada 
Kantor-kantor Agraria dan Pertanahan.18 
Atas dasar ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPA, penyelenggaraan 
pendaftaran tanah diprioritaskan di daerah perkotaan disebabkan di 
daerah ini lalu lintas perekonomian lebih tinggi daripada di daerah 
pedesaan. Selanjutnya, pendaftaran tanah diselenggerakan di daerah 
pedesaan. Pendaftaran tanah juga bergantung pada anggaran Negara, 
petugas pendaftaran tanah, peralatan yang tersedia, dan kesadaran 
masyarakat pemegang tanah. 
                                                          
17 Urip Santoso, Op. cit., hlm. 295 
18 A.P. Parlindungan, Op. cit., hlm. 115 
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Dalam UUPA mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang didaftar 
hanyalah Hak Milik diatur dalam Pasal 23, Hak Guna Usaha diatur dalam 
pasal 32, dan Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 38, dan hak pakai 
diatur dalam Pasal 41, sedangkan Hak Sewa Bangunan tidak wajib 
didaftar. Objek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997sebagai berikut :19 
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. (baca 
UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996) 
b. Tanah Hak Pengelolaan. (baca Peraturan Menteri Negara 
Agraria No. 9/ 1999) 
c. Tanah Wakaf (baca PP No. 28 Tahun 1977) 
d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (baca UU No. 16 Tahun 
1985 dan PP No. 4 Tahun 1988) 
e. Hak Tanggungan (baca UU No. 4 Tahun 1996) 
f. Tanah Negara (baca PP No. 8 Tahun 1953), khusus tanah 
Negara, pendaftaran dilakukan dengan pembukuannya dalam 
daftar tanah tanpa menerbitkan sertifikatnya. 
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 secara tegas 
menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Badan 
Pertanahan Nasional (BPN).20 Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) 
ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 
tersebut, tugas pelaksanaanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten atau Kota. Kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud  ini 
meliputi: 
                                                          
19 Aminuddin Salle dkk, 2011,  Bahan Ajar Hukum Agraria, Aspublishing, Makassar, hlm. 
255 




1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali (Initial Registration) 
Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk objek tanah yang belum didaftarkan.21 Dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan 2 (dua) 
cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran 
tanah secara  sporadik.  
2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance)  
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk 
menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, 
daftar nama, daftar surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.22 
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik 
dan pendaftaran tanah secara  sporadik. 
a. Pendaftaran tanah secara sistematik 
Pendaftaran tanah secara sistematik  dimaksudkan adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali atas prakarsa pemerintah, yang 
dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah 
yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ 
                                                          
21 Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
22 Lihat Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
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kelurahan.23 Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran 
tanah yang melibatkan pemerintah, pemerintah yang dimaksudkan adalah  
Badan Pertanahan Nasional, sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah 
panitia independen.24 Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 PP 
No. 24 Tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut : 
(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, 
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang 
dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.  
(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari : 
 a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh 
seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;  
       b. beberapa orang anggota yang terdiri dari :  
1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 
kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;  
2) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 
kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;  
3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang 
Pamong Desa/Kelurahan yang di-tunjuknya;  
(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang 
anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data 
yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan 
yang bersangkutan.  
4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh 
satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul 
data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan 
dan kegiatannya diatur oleh Menteri. 
 
Adapun prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematik adalah 
sebagai berikut :25 
1. Adanya rencana kerja (Pasal 13 ayat (2)) 
2. Pembentukan Panitia Ajudikasi (Pasal 8) 
                                                          
23 Aminuddin Salle dkk, Op.cit, hlm. 251 
24 Supriadi, 2008,  Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169  
25 Lihat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
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3. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (Pasal 15-16) 
4. Penetapan batas bidang-bidang tanah (Pasal 17-19) 
5. Pembuatan peta dasar pendaftaran (Pasal 20) 
6. Pembuatan daftar tanah  (Pasal 21) 
7. Pembuatan surat ukur (pasal 22) 
8. Pengumpulan dan penelitian data yuridis (Pasal 24-25) 
9. Pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran 
(Pasal 26-27) dilakukan untuk 30 hari 
10. Pengesahan hasil pengumuman (pasal 28) 
11.  Pembukuan Hak (pasal 29)  
12.  Penerbitan sertifikat (Pasal 31) 
Salah satu program pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran 
tanah secara sistematik adalah Land Management and Policy 
Development Project (LMPDP). Program LMPDP ini dimulai pada tahun 
2004-2009 dan diluncurkan dengan maksud untuk memberikan kontribusi 
kepada program-program pemerintah lainnya untuk mencapai keadilan 
dan kesejahteraan social bagi masyarakat Indonesia, untuk mengurangi 
jumlah kemiskinan, menumbuhkan perekonomian dan mempromosikan 
pemanfaatan sumber daya tanah secara berkesinambungan.26  
                                                          




b. Pendaftaran tanah Secara Sporadik 
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, mengenai sati atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara 
individual atau massal.27 Dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan 
secara sporadik, pemilik tanah yang aktif untuk melakukan pendaftaran 
tanah.28  
Adapun tata cara pendaftaran secara sporadik adalah sebagai 
berikut :29 
1. Diajukan secara individual atau massal oleh pihak yang 
berkepentingan  (Pasal 13 (4)), yaitu pihak yang berhak atas 
bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya.30  
2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (Pasal 15 dan 16), menjadi 
dasar pembuaan peta pendaftaran. Untuk kepentingan ini BPN 
menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan 
pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap 
kabupaten/kota. 
3. Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah (Pasal 17-19). Dilakukan 
dengan memperhatikan batas- batas bidang tanah yang telah 
terdaftar dan SU atau GS yang bersangkutan, jika ada yang tidak 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka sedapat 
mungkin disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan. Guna 
penetapan batas-batas, maka BPN juga membuat berita acara 
mengenai dilakukannya pengukuran. 
4. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pembuatan Peta 
Pendaftaran (Pasal 20) 
                                                          
27 Ibid., hlm. 251  
28 Supriadi, Op. cit., hlm.169 
29 Lihat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
30 Permen Agraria/Kep BPN 3/1997 pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak 
dan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas bidang tanah. 
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5. Pembuatan Daftar Tanah (Pasal 21). Bidang tanah yang sudah 
dipetakan atau diberi nomor pendaftarannya dibukukan dalam 
daftar tanah. 
6. Pembuatan Surat Ukur (Pasal 22), untuk keperluan pendaftaran 
haknya. 
7.  Pembuktian Hak Baru (Pasal 23)  
- Hak Atas Tanah (HAT) baru dengan : penetapan pemberian hak 
oleh pejabat atau asli akta PPAT 
- Hak Pengelolaa (HPL) dengan penetapan pemberian HPL oleh 
pejabat yang berwenang 
- Tanah Wakaf dengan akta Ikrar Wakaf 
- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan akta pemisahan 
- Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
8. Pembuktian Hak lama (Pasal 24 dan 25). Berasal dari konversi 
hak, dibuktikan dengan bukti tertulis, keterangan saksi, jika tidak 
tersedia alat pembuktian yabng lengkap dapat dilakukan dengan 
pernyataan penguasaan fisik selama 20 th berturut2, dengan 
syarat : 
- Penguasaan dilakukan dengan itikad baik secara terbuka 
dikuatkan oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya (umumnya 
oleh lurah) 
- Tidak ada permasalahan dalam hal penguasaan baik sebelum 
maupun setelah pengumuman. 
9. Pengumuman Hasil Penelitian Yuridis dan Hasil Pengukuran 
(Pasal 26-27), jika ada pihak yang berkeberatan, maka 
disarankan untuk menyelesaikan secara musyawarah, jika tidak 
berhasol, maka diselsaikan di pengadilan. 
10.  Pengesahan Hasil Pengumuman (Pasal 28), disahkan dalam 
suatu berita acara sebagai dasar untuk : 
- Pembukuan HAT dalam buku tanah 
- Pengakuan HAT 
-  Pemberian HAT  
11. Pembukuan Hak (Pasal 29-30). Pembukuan dalam buku tanah 
serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa 
hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang 
tanah yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah 
terdaftar. Jika ada yang belum lengkap dibuat catatan yang akan 
dihapus bila, telah dilengkapi atau dalam jangka waktu 5 tahun 
tidak ada pengajuan gugatan ke pengadilan. Jika ada sengketa, 
maka akan dibuat catatan, yang akan hapus jika  telah ada 
kesepakatan damai atau 90 hari setelah terima pemberitahuan 
tidak diajukan gugatan di pengadilan. 






3. Sertifikat Hak Atas Tanah 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan  
dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain 
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan 
diberikan sertipikat hak atas tanah.31 Selanjutnya, dalam Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan sertifikat adalah  surat tanda 
bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 
untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan 
dalam buku tanah yang bersangkutan.32 Sertifikat ini, diberikan bagi tanah 
yang sudah ada surat ukurnya, ataupun tanah yang sudah 
diselenggarakan pengukurannya desa demi desa, karena serpikat ini 
merupakan pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek ilmu hak 
atas tanah.33 
Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting, 
setidak-tidaknya karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum 
pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. 
                                                          
31 Urip Santoso, Op.cit., hlm 315 
32 Bandingkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961  
33 Ali Achmad Chomzah, Op. Cit., hlm. 123 
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Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah.34 Pemilikan 
sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena 
dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari siapa pun.35 Kedua, 
pemberian sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan 
tanah. Ketiga, dengan pemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan 
perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertibaan umum, dan kesusilaan.36 Selain itu, sertifikat 
mempunyai nilai ekonomis dimana tanah yang bersertifikat mempunyai 
ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan hak 
tanggungan atas tanah.37 
Sertifikat diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. 
Sedangkan yang menandatangani sertifikat yaitu :38 
a. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sertifikat ditanda 
tangani oleh ketua panitia ajudikasi atas nama kepala kantor 
pertanahan kabupaten atau kota.  
b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadic yang bersifat 
individual atau perseorangan, sertifikat ditanda tangani oleh 
kepala kantor pertanahan kabupaten/kota. 
c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadic, yang bersifat 
massal, sertifikat ditanda tangani oleh kepala seksi pengukuran 
dan pendaftaran tanah atas nama kepala kantor 
kabupaten/kota. 
 
                                                          
34 United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), 1990,  Guidelines for The 
Improvement of Land-Registration and Land Information System in Developing Countries, 
Nairobi, hlm. 5. 
35 Bachsan Mustafa, 1998,  Hukum Agraria dalam Perspektif, Remaja Karya, Bandung, 
hlm. 57-58 
36 Adi Kusnadi, 1999, Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status, 
Jakarta, hlm. 15 
37 Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta  
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. 
38 Urip Santoso, Op.cit., hlm 316 
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Ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran 
tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu : 
a. Sertifikat Hak Milik 
b. Sertifikat Hak Guna Usaha 
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara  
d. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan 
e. Sertifikat Hak Pakai atas tanah negara 
f. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan 
g. Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan 
h. Sertifikat Tanah Wakaf 
i. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
j. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Non-Rumah Susun 
k. Sertifikat Hak Tanggungan. 
 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai bukti hak disebutkan dalam 
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yaitu sertfikat sebagai alat pembuktian 
yang kuat yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat 
dianggap benar sepanjang tidak buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang 
lain, yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Berdasarkan sifat 
pembuktian ini pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat 
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon agar sertifikat 
yang diterbitkan tersebut dinyatakan tidak sah. Kalau putusan pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa 
sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan 
sertifikat.39  
                                                          
39 Ibid., hlm. 318 
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Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam 
Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu : 
1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 
data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan 
data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat 
ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak 
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tidaak mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantot 
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke pengadilan mengenai penguasaaan tanah atau 
penerbitan sertifikat. 
 
 Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, 
Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA yang 
berisikan bahwa pendftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat . Berdasarkan ketentuan-
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem 
publikasi negati, yaitu sertifikat hanya merupakan tanda bukti, hak yang 
bersifat kuat dan merupakan surat tanda bukti yang bersift mutlak. Hal ini 
berarti data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat 
mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakin sebagai 
keterangan yang benar selam dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang 
membuktikan sebaliknya. Dengan demikian pengadilanlah yang 
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berwenang alat  bukti mana yang benar, dan apabila terbukti sertifikat 
tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan 
sebagaimana mestinya.40  
 Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 
1997 mempunyai kelemahan yaitu negara tidak menjamin kebenaran data 
fisik dan data yuridis yang disajikan daan tidak adanya jaminan bagi 
pemilik sertifikat, dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan 
dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat. Untuk 
menutupi kelemahan kelamahan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat dari gugatan dari pihak lain dan 
menjadikannya sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak, maka 
dibuatlah ketentuan Pasal 32 aya (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997. 
Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila 
memenuhi unsur-unsur secara kumulatif , yaitu : 
a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum. 
b. Tanah diperoleh dengan itikad baik. 
c. Tanah dikuasai secara nyata 
d. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidakada 
yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 
sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat, 




ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai 
penguasaan tanah atau penertibaan sertifikat. 
 
4. Kepemilikan Sertifikat Ganda 
a. Pengertian Sertifikat Ganda 
Yang dimaksud dengan Sertifikat Ganda adalah sertifikat-sertifikat 
yang menguraikan satu bidang tanah yang  sama. Jadi dengan demikian 
satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang 
berlainan datanya. Hal ini biasanya disebut pula dengan Sertifikat 
Tumpang Tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang 
tindih sebagian  daripada tanah tersebut.41 
Sertifikat Ganda ini terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan 
dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila 
peta pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap Kantor Pertanahan 
dibuat, dan atau digambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta, maka 
kemungkinan terjadinya sertifikat ganda akan kecil sekali.42  
Menurut Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Ganda umunya 
terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum dibangun. Munculnya 
Sertifikat Ganda disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut : 
1. Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian dilapangan, 
pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan 
letak tanah dan batas tanah yang salah. 
2. Adanya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti 
mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau tidak berlak lagi. 
                                                          
41 Ali Achmad Chomzah, Op.cit., hlm.139 
42 Ibid.,  
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3. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta 
pendaftaran tanahnya.43 
 
Menurut Ali Achmad dalam bukunya, tidak dikategorikan sertifikat 
ganda, sertifikat sebagai berikut:44 
a. Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang 
hilang.   
b. Sertifikat yang diterbitkan, sebagai pengganti sertifikat yang 
rusak. 
c. Sertifkat yang diterbitkan, sebagai pengganti sertifikat yang 
dibatalkan. 
 
Hal tersebut dikarenakan sertifikat-sertifikat yang dimaksud (yang 
hilang, rusak atau dibatalkan) telah dinyatakan dan tidak berlaku sebagai 
tanda bukti. 
 
b. Akibat Hukum Sertifikat Ganda 
Apabila terjadi sertifikat ganda, maka harus ada pembatalan dari 
salah satu pihak dengan memeriksa dokumen pendukung. Hal ini 
tentunya bisa berlangsung lama, apalagi jika terjadi gugatan ke 
pengadilan.45  
Sertifikat ganda jelas membawa ketidakpastian hukum pemegang 
hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah di Indonesia. Beberapa persoalaan yang muncul akibat 
                                                          
43 Supranowo, Sertifikat dan Permasalahannya,  Makalah pada Seminar Nasional “ 
Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya” Yogyakarta, 9 Juli 1992, hlm. 8 
44 Ali Achmad Chomzah., Op.cit., hlm. 139 
45 Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10 
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sertifikat ganda adalah siapa yang berwenang untuk membatalkan salah 
satu dari 2 sertifikat.46  
Dengan memperhatikan Mahkamah Agung, telah ditegaskan 
mengenai instansi mana yang berwenang membatalkan sertifikat, yakni: 
1. Putusan Mahkamah Agung No.350 K/Sip/1973 tanggal 3 Mei 1969:  
Untuk menyatakan batal surat bukti hak milik (sertifikat) yang 
dikeluarkan oleh instansi agrarian secara sah tidak termasuk 
wewenang pengadilan, melainkan semata-mata wewenangnya 
administrasi, sehingga pihak yang oleh pengadilan 
dimenangkan wajib meminta pembatalan surat bukti hak milik 
(sertifikat) itu kepada insatansi Agraria berdasarkan putusan 
pengadilan yang diperolehnya itu.  
 
2. Putusan Mahkamah Agung No. 716 / K/Sip/1973 tanggal 5 September 
1973: 
Pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah 
semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran Tanah dan 
Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang 
Pengadilan.  
 
c. Upaya Mencegahan Sertifikat Ganda 
Untuk mencegah Sertifikat Ganda ini, maka Badan Pertanahan 
Nasional telah memprogramkan pengadaan Peta Pendaftaran Tanah, 
tetapi dengan mengingat pengadaan Peta Pendaftaran Tanah ini, 
memerlukan waktu, maka pengadaannya dilakukan secara bertahap 
melalui pendekataan Pengukuran Desa demi desa sebagai tercantum 
                                                          
46 Ibid., hlm. 12 
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dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah.47 
 Dengan adanya peta pendaftaran tanah dan administrasi 
pertanahan yang baik, kesalahan penempatan letak dan batas dapat 
diketahui sedini mungkin. Terhadap sertifikat cacat hukum tersebut harus 
dilakukan pemblokiran (diberi catatan pada buku tanah), dihentikan 
(prosesnya ditahan), dimatikan (nomor haknya dicoret dari buku tanah), 
dibatalkan bila kasusnya telah selesai.48  
 
C. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah 
Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden dan dipimpin oleh Kepala.49 Badan Pertanahan Nasional 
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Badan Pertanahan Nasional pada mulanya diatur dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988, kemudian 
ditambahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 154 
Tahun 1999, diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 
95 Tahun 2000, diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
No. 10 Tahun 2006 kemudian terakhir dilengkapi dengan Peraturan 
                                                          
47 Ali Achmad Chomzah, Op.cit.,hlm. 141 
48 Adrian Sutedi, Op. cit., hlm. 11 
49 Baca Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional 
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Presiden No. 20 Tahun 2015  tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam 
struktur organisasi, Badan Pertanahan Nasional dibagai 3 (tiga) 
berdasarkan wilayah, yaitu : 
a. Di Tingkat Pusat (Ibukota Republik Indonesia) dibentuk Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesian  (BPNRI) 
b.  Di Tingkat Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi (Kanwil BPN Provinsi) 
c. Di Tingkat Kabupaten/ Kota dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten/ 
Kota (Kantah Kabupaten/ Kota) 
Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/ Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(Tanah) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan- 
kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-pejabat yang 
membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah, antara lain : 
a.  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Peran PPAT dalam melaksanakan pendaftaran tanah ialah dalam hal 
pembuatan akta pemindahan hak dan akta pemberian hak 
tanggungan atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
b.  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
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Peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam 
hal pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik. 
c. Pejabat dari Kantor Lelang 
Peran pejabat dari Kantor Lelang dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah adalah dalam hal pembuatan Berita Acara Lelang atas hak atas 
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 
d. Panitia Ajudikasi   
Peran Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan pendaftaran tanah 
adalah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik. Semua 
kegiatan dalam pendaftaran tanah secara sistematik dari awal hingga 
penandatangan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan oleh Panitia 
Ajudikasi. 
Tugas Pokok BPN sebagai  representasi  lembaga pemerintah di 
tegaskan dalam UUPA No.5 Tahun 1960 Berpendapat huruf d : 
“…..Mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan 
memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di wilayah 
kedaulatan Bangsa di pergunakan untuk sebesar–besar 
kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara 
gotuong royong”. 
Untuk menjalankan kewajiban negara tersebut maka negara dalam 
hal ini BPN harus bisa membuat “Land policy” yang menjamin 
“Suistainable Development” dalam konteks ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Peran BPN sebagai pelaksana  “Land  Administration 
Function ” harus bisa melaksanakan kegiatan  meliputi : 
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1.  Land Tenure (hak atas  tanah). 
2.  Land Use (penggunaan tanah). 
3.  Land Value (nilai tanah). 
4.  Land Development (pematangan tanah). 
yang didukung dengan adanya : 
- Infrastructure berupa informasi data dan bidang tanah (P4T) 
dengan Information Technology ( IT). 
- Menjangkau sampai administrasi Pemerintah terbawah yaitu 
Pemerintah Desa/Kelurahan.50 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 disebutkan 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) menyelenggarakan fungsi:51 
a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 
pengukuran, dan pemetaan; 
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan 
hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan 
masyarakat; 
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan 
tanah;  
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara 
pertanahan; 
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 
h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan BPN; 
                                                          
50 Enemark S, 2006, dalam tulisannya yang berjudul “Understanding the Land 
Mangement Pardigm Need for Establishing Sustainable National Concept” dalam the 
Global Magazines for Geomatic, Januari 2006, hlm. 20 
51 Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 
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i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pertanahan; dan  
k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
pertanahan. 
 
Pada tahun 2005, pertanahan nasional dibangun dan 
dikembangkan atas dasar empat (4) prinsip pengelolaan:  
1. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 
kesejahteraan masyarakat, 
2. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 
keadilan penguasaan dan pemilikan tanah, 
3. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 
keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia, 
4. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 
harmoni sosial.  
Selanjutnya BPN dalam pelaksanaanya menganut prinsip Catur 
Tertib Pertananahan merupakan kebijkaan pertanahan, pada hakekatnya 
hal ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945, yang dirumuskan lebih lanjut di dalam Undang-
Undang Pokok Agraria. Catur tertib Pertanahan meliputi :52 
a. Tertib Hukum Pertanahan 
                                                          
52 Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria Pertanahan di Indonesia Jilid I, Prestasi 
Pustaka, Jakarta, hlm. 71 
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Sampai sekarang ini tertib hukum pertanahan belum dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi 
penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan 
atau secara dibawah tangan, pembelian tanah dengan kuasa mutlak, 
penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah dan lain sebagainya. 
Kesemuanya itu masih menunjukkan terjadinya penguasaan tanah 
dan peralihan hak tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, sehinggga membawa akibat-
akibat negatif yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan 
menjadi sumber sengketa. Keadaan sedemikian ditambah pula 
kenyataan bahwa sebagian besar hak atas tanah bellum terdaftar. 
Sehubungan dengan kondisi semacam itu, perlu diambil langkah-
langkah penerbitan, untuk menciptakan tertib hukum pertanahan agar 
supaya dapat diperoleh kepastian hukum, baik oleh perangkat 
pemerintah maupun oleh unsur swata. 
b. Tertib Administrasi Pertanahan 
Merupakan kenyataan masih banyaknya penguasaan tanah yang 
belum dilandasi alat bukti yang benar, dissamping administrasi pada 
Kantor Pertanahan ada yang belum tertib, yang ditandai dengan 
terjadinya sertifikat hak tanah ganda, tumpang, tindih, sertipikat 
“aspal’, buku tanah hilang, buku tanah dipalsukan, dan pelayanan 
yang oleh masyarakat dianggap lamban. Khusus pelayanan hak dan 
sertifikat tanah perlu ditingkatkan tetapi tetap harus memperhatikan 
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kepastian hukumnya. Pelayan yang cepat tetapi tidak dilandasi 
penelitian yang cermat terhadap riwayat tanah dapat menimbulkan 
permasalahan dikemudian hari. Untuk itu sudah dimulai dilakukan 
upaya perbaikan-perbaikan dan penyederhanan prosedur, bahkan 
pelimpahan kewenangan kepada pejabat didaerah sudah 
dilaksanakan, misalnya tentang perijinan dan Pemberian Hak Untuk 
Perusahaan, Tata Cara Pensertifikatan Tanah Bagi Program/Proyek 
Departemen Pertanian, yaitu meliputi pronyek-pronyek pencetakan 
sawah, PIR-Perkebunan, budidaya tambak dan lain sebagainya, dan 
tentang pelimpahan wewenang kepada Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Propinsi, pelayanan yang cepat, sederhana, murah, 
dengan tetap menjamin kepastian hukum merupakan usaha bersama, 
baik dari perangkat yang melayani maupun pihak-pihak yang 
mengurus hak atau sertipikat dengan melengkapi data-data 
pertanahan yang diperlukan. 
c. Tertib Penggunaan Tanah 
Banyak penggunaan tanah yang belum diusahakan atau 
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan sebaliknya banyak 
terjadi penggunaan tanah tidak sesuai dengan perencanaan tata 
ruang. Untuk itu perlu ditumbuhkan pengertian mengenai arti 
pentingnya penggunaan tanah secara terencana, agar diperoleh 
manfaat yang optimal, seimbang dan lestari, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Dalam Pengertian 
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tertib penggunaan tanah, misalnya menghindari penggunaan tanah 
subur, tanah beririgasi teknis untuk pemukiman.  
d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup 
Tertib Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan 
sebagai upaya mencegah kerusakan tanah dan memelihara 
kesuburan tanah serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang 
terkandung diatas atau didalamnya. Dalam hubungan ini faktor 
pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata, seringkali 
menyebabkan terjadi pemusatan penduduk atau berlangsungnya 
urbanisasi yang melampaui batas kemampuan daya tampung suatu 
wilayah dan mendorong terjadinya penggunaan tanah tanpa 
memperhatikan kondisi tanah dan kelestarian lingkungan. Pasal 15 
UUPA menegaskan, bahwa memelihara tanah termasuk menambah 
kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap 
orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum 
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi yang lemah. 
Ketentuan pelaksanaanya dicantumkan sebagai persyaratan 






A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis 
mengenai Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan 
Nasional (SIMTANAS) untuk Mencegah Sertifikat Ganda 
(overlapping), maka penulis telah melakukan penelitian di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar.  
B. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Sementara sampel dalam 
penelitian ini diambil sebanyak 5 orang yang dipilih secara purposive 
sampling. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 





1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik 
melalui wawancara dan observasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan 
tentang Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen 
Pertanahan Nasional (SIMTANAS) untuk Mencegah Sertifikat 
Ganda (overlapping) 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. 
Dalm hal ini yang dimaksud bahan pustaka dapat dengan membaca 
literature-literatur, undang-undang, dokumen, jurnal dan catatan 
perkuliahan yang terkait dengan masalah yang dibahas.  
D. Teknik Pengumpulan data 
Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode 
lapangan dan studi pustaka. Tekhnik pengumpulan data merupakan 
usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan 
penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala maupun informasi yang 
sifatnya valid (sebenarnya), realibe (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai 
dengan kenyataan) 
1. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk penulis langsung 
melakukan penelitiaan pada lokasi yang telah ditentukan. Tekhnik 






a. Metode Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke lokasi 
penelitian. 
b. Metode wawancara (Interview) sehubungan dengan kelengkapan 
data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang  
berkaitan dengan judul yang ditulis. 
2. Metode Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, 
meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan 
dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian ini.  
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 





 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
Penataan pertanahan nasional dari zaman ke zaman merupakan hal 
yang urgen, sehingga memerlukan perhatian khusus. Hal ini tentunya 
tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada pengambil kebijakan 
yang dapat memberikan arahan untuk menata pertanahan secara 
nasional. Hadirnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN 
RI)  pada tahun 1988, dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 26 tahun 
1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, tentunya juga menuai jalan 
panjang yang merupakan bentuk keberhasilan UUPA, yang sebelumnya 
berhasil menjadi titik tolak reformasi hukum pertanahan di Indonesia, 
menjadi Undang-undang No. 5 tahun 1960 sebagai akhir dari dualisme 
hukum agrarian di Indonesia.  
Dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya pembangunan 
nasional, maka pada tahun 1999 terbit Keputusan Presiden No. 26 tahun 
1988 tentang  Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya pada tahun 2006, 
terbit Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 
Nasional sebagai bentuk penguatan kelembagaan BPN, di mana tugas 
yang diemban BPN menjadi luas. Pada tahun 2013, terbit Peraturan 
Presiden No. 63 tentang Badan Pertanahan Nasional yang mengatur 
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tentang fungsi BPN itu sendiri, hingga pada tahun 2015 BPN RI berubah 
menjadi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 
berdasarkan Peraturan Presiden No 17 tahun 2015 tentang Kementrian 
Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden No. 20 tahun 
2015 tentang  Badan Pertanahan Nasional. 
Dalam penyelesaian skripsi ini lokasi penelitian adalah Kantor 
Pertanahan Kota Makassar. Kantor Pertanahan Kota Makassar 
merupakan instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang ini terletak di Jalan Andi Pangeran 
Pettarani No. 8, Kec. Makassar. Sulawesi Selatan.  
Struktur organisasi dan pejabat dalam instansi pemerintahan Kantor 
Pertanahan Kota Makassar mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI No. 
4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Adapun tugas dan fungsi 
Kantor Pertanahan sesuai dengan PKBPN No. 4 Tahun 2006 tersebut, 
pada : 
1. Pasal 30 dinyatakan bahwa Kantor Pertanahan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 
di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
2. Pasal 31 dinyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan 
mempunyai fungsi fungsi : 
55 
 
a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka 
pelaksanaan tugas pertanahan; 
b. pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan; 
c. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, 
pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan 
tematik, dan survei potensi tanah; 
d. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, 
dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, 
perbatasan, dan wilayah tertentu; 
e. pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran 
hak tanah, pemeliharaan data pertanahan, dan administrasi tanah 
aset pemerintah; 
f. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah 
negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi 
dan pemberdayaan masyarakat; 
g. penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan; 
h. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 
i. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS); 
j. pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada 
masyarakat, pemerintah, dan swasta; 
k. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 
56 
 
l. pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia 
pertanahan; 
m. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana 
dan prasaran, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 
3. Pasal 32 : Kantor Pertanahan terdiri dari : 
a. Subbagian Tata Usaha; 
b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 
c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 
d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 
e. Sekasi Pengendalian dan Pemberdayaan; 
f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 
Adapun uraian masing-masing Sub Bagian Dan Seksi-seksi 
serta tugas pada Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut :  
1. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas : 
a. Urusan Perencanaan dan Keuangan 
b. Urusan Umum dan Kepegawaian 
Yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi 
kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan Kota 
Makassar, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan 
program, dan peraturan perundang-undangan; 
2. Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan terdiri atas : 
a. Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan 
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b. Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah 
Yang mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran, dan 
pemetaan bidang tanah, ruang, dan perairan; perapatan 
kerangka dasar, pengukuran batas / kawasan, pemetaan 
tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan 
surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah; 
3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 
a. Sub Seksi penetapan hak tanah 
b. Sub Seksi penatapan tanah pemerintah 
c. Sub Seksi pendaftaran hak 
d. Sub Seksi peralihan, pembebanan hak dan PPAT 
Yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan 
penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan 
pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, 
pendataan dan penertiban berkas tanah hak; pendaftaran, 
peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
4. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 
a. Sub seksi penatahgunaan tanah dan kawasan tertentu 
b. Sub seksi landreform dan konsolidasi tanah 
Yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan 
penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan 
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pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan 
wilayah tertentu lainnya. 
5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan  
a. Sub seksi pengendalian pertanahan 
b. Sub seksi pemberdayaan masyarakat 
Yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan 
kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, 
tanah terlantar dan tanah kritis, serta pemberdayaan masyarakat.  
6. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 
a. Sub seksi sengketa dan konflik pertanahan 
b. Sub seksi perkara pertanahan 
Yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan 












Gambar 1: Struktur Kantor Pertanahan Kota Makassar 
 
Sumber Data: Data Sekunder ( BPN Kota Makassar 2016)  
B. Penyiapan Data Elektronik Dalam Implementasi Sistem 
Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) 
Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Badan 
Pertanahan pada Pasal 1 huruf b, ditugaskan untuk membangun dan 
mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan Dan Manajemen 
Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang meliputi:  
1. Penyusunan basis data tanah-tanah asset negara pemerintah/ 
pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini meliputi: 
a. Inventarisasi asset Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 





b. Pembangunan Database Asset yang memuat informasi penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, alamat persil, 
identitas bidang, luas, jenis hak, NOP, NJOP, IMB, foto bangunan, 
perubahan data pemilikan. 
c. Pemetaan kadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) 
dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi 
untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian 
hak atas tanah. Kegiatan ini berupa Pemetaan Kadastral Digital 
dengan menggunakan teknologi Pemotretan Udara dan Citra Satelit, 
dengan cakupan data: 
a. Titik ground control dengan menggunakan Global Positioning 
System (GPS) 
b. Peta pendaftaran yang memuat informasi bidang-bidang tanah 
dan nomor identifikasinya. 
c. Batas administrasi pemerintah (Desa/ Kelurahan, Kecamatan, 
Kabupaten/ Kota). 
d. Batas kawasan penggunaan tanah (industri, perumahan, 
perkebunan, kehutanan, persawahan). Peta kadastral tersebut 
dapat memberikan manfaat untuk kegiatan inventarisasi dan 
registrasi, perencanaan dan implementasi kebijakan nasional di 
bidang landreform, percepatan pemberian Hak Atas Tanah dan 




dan mendukung terciptanya Sistem Informasi Pertanahan 
Nasional berbasis tanah (multipurpose kadastral). 
d. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah melalui system informasi geografi, dengan 
mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dan tanah-tanah 
produktif lainnya, dalam rangka memelihara ketahanan pangan 
nasional.  
Hal ini juga tentunya sesuai dengan Undang-undang keterbukaan 
informasi publik yang mengatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan 
pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya 
serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.53 Dalam 
implementasinya, kebijakan SIMTANAS ini direalisasikan dalam bentuk 
bank data kegiatan pertanahan yang terpusat dan berbasis komputerisasi. 
Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi 
Pendaftaran Hak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Bapak 
Achmad yang mengemukakan bahwa SIMTANAS dalam implementasinya 
adalah Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Yang dimaksud 
dengan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini adalah segala kegiatan 
pertanahan yang berbaris komputerisasi atau dengan kata lain tidak ada 
                                                          




lagi kegiatan manual. Dari awal pendaftaran hingga terbitnya sertifikat 
atau berita acara.54 
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan atau selanjutnya disebut KKP 
sebenarnya merupakan program yang telah dioperasikan oleh BPN. KKP 
ini biasanya disebut dengan Land Office Computerization yang telah 
dijalankan BPN sejak tahun 1997.55 Land Office Computerization 
(Komputerisasi Kantor Pertanahan) adalah kegiatan kerjasama 
Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol di 
bidang teknologi informatika di lingkungan Badan Pertanahan Nasional 
yang pada tahun 1997. Sejak tahun 1999 Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia (BPN RI) telah mulai melakukan pembangunan 
database pertanahan secara elektronik, melalui kegiatan Komputerisasi 
Kantor Pertanahan (KKP/LOC) untuk menjamin bahwa data pertanahan 
elektronik menjadi informasi yang terkini dengan menggunakan aplikasi 
pelayanan pertanahan yang tersedia dengan peralatan teknologi. 
Pada akhir tahun 2008 yang lalu, Badan Pertanahan Nasional sudah 
ditargetkan untuk memberikan layanan informasi pertanahan dan layanan 
pendaftaran tanah secara online di seluruh Kantor Pertanahan yang 
dimulai pada Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan rencana 
Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi dan penyiapan 
infrastruktur dan telah disetujuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
                                                          
54  Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Badan Pertanahan 
Nasional Kota Makassar Bapak Achmad, S. St, pada 31, Maret, 2016 di Kantor 
Pertanahan Kota Makassar 
55  Diakses di http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan 
pada Kamis, 26 November 2015 pukul 19.17 WITA 
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Layanan online yang dimaksudkan adalah layanan online antara masing-
masing Kantor Pertanahan dengan Kantor BPN Pusat, antara Kantor 
Pertanahan dengan Publik (masyarakat dan PPAT) dan antara Kantor 
Pertanahan dengan Instansi Lain (Dirjen Pajak dan Tata Kota). Untuk itu 
sedang didefinisikan jenis layanan yang akan diberikan secara online 
dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Undang-
undang No 18 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 
Beberapa layanan informasi telah disiapkan dalam BPN 
web http://www.bpn.go.id seperti peta online, dan informasi status berkas 
permohonan. Layanan-layanan lainnya yang sedang disiapkan adalah 
layanan PPAT untuk pengecekan sertipikat dan untuk pendaftaran 
pelayanan secara online dan sedang disiapkan juga layanan online untuk 
masyarakat yaitu dengan menyiapkan layanan e-form sebagai sarana 
pengisian form pendaftaran pertanahan secara online. Pada tahun 2008 
juga sedang dibangun data centre di BPN Pusat untuk membangun 
database pertanahan secara nasional dan sebagai backup data untuk 
semua Kantor Pertanahan menggunakan teknologi komputer.  
Informasi yang terdapat dalam KKP hampir sama dengan data yang 
didapati pada sistem manual. Sumber datanya pun sama yakni 
didapatkan secara manual. Perbedaannya hanyalah pada sistem 
penyimpanan yang memanfaatkan komputer, sehingga tidak memerlukan 
banyak tempat penyimpanan. Data yang tersimpan dalam aplikasi KKP 
web ini merupakan data yang diperoleh dan diolah melalui proses yang 
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rumit dan panjang mengikuti aturan yang tertuang pada Peraturan Kepala 
BPN nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Opersional 
Pelayanan Pertanahan (SPOPP). Pembaruan data selalu dilakukan 
apabila terjadi perubahan pada subyek atau obyek hak atas tanah.  
Karena yang sifatnya yang sangat dinamis, maka data pertanahan 
mempunyai tingkat pengambilan ( retrievel ) dan pembaruan ( up dated ) 
yang cukup tinggi. Di satu sisi membutuhkan kecepatan dengan standar 
yang sudah ditetapkan dalam mengambil data. Di sisi lain akan 
membutuhkan persyaratan dalam penyimpanan data (storage) yang dapat 
mendukung proses pengambilan data tersebut. 
Namun, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi penyiapan 
data yang ada pada aplikasi KKP web ini. Sejumlah faktor ini berkorelasi 
langsung terhadap proses pengambilan data. Pertama, proses 
pendaftaran tanah yang masih dilakukan secara manual. Hal ini 
memungkinkan terjadinya kekeliruan data baik yang disebabkan oleh 
unsur ketidaksengajaan ataupun manipulasi data yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Hal tersebut dijelaskan oleh staff 
admin KKP-web Bapak Yoga, SH yang menyebutkan bahwa meskipun 
KKP web telah memiliki data Geo spasial, tidak dapat dipungkiri jika masih 
terdapat beberapa masalah pertanahan. Baik sertifikat ganda maupun 
masalah tumpang tindih saja. Hal itu disebabkan salah satunya karena 
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adanya kesengajaan dari beberapa pihak yang ingin melemahkan 
lembaga BPN ini sendiri, baik pihak dalam maupun dari luar56 
Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam proses 
pendaftaran tanah yang masih dilakukan secara manual memberikan 
peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi 
data pertanahan yang dimasukkan ke dalam aplikasi KKP web. Tindakan 
itu pun tentunya mempengaruhi data yang dihasilkan.  
Kedua, proses penyiapan data ini juga dipengaruhi oleh sarana dan 
prasarana yang tersedia di kantor pertanahan. Sarana yang kurang 
memadai dapat berakibat terhadap keakurasian data akan suatu bidang 
tanah. Ketersediaan sarana dan prasarana di kantor pertanahan ini juga 
berbeda di masing-masing wilayah.  
Ketiga, kualitas sumber daya manusia pada kantor pertanahan 
tersebut. Sebagai user (pelaku), sumber daya manusia sangat 
menentukan proses penyiapan data yang akan dimasukkan dalam basis 
data aplikasi KKP web, baik dari segi kualitas keterampilan maupun sikap 
sumber daya manusia yang berada pada kantor pertanahan tersebut. Jika 
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki mumpuni maka penyiapan 
data pertanahan dapat berjalan dengan mudah dan menghasilkan data 
yang akurat. Begitu pun sebaliknya, kualitas sumber daya manusia yang 
rendah membuatnya rentan melakukan kesalahan saat proses penyiapan 
data hingga berdampak pada kualitas data yang dihasilkan.   
                                                          
56  Ibid  
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Data yang terdapat dalam KKP tersimpan dan dikelola oleh BPN 
di masing-masing wilayah/kota di Indonesia. Namun, seiring 
perkembangan waktu seluruh data kegiatan pertanahan dikelola 
secara terintegrasi oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat. Hal itu 
berdasarkan penjelasan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar  Bapak Achmad, yang 
mengatakan bahwa pada awalnya, BPN Kota Makassar menyimpan 
dan mengelola semua data kegiatan pertanahan di Kota Makassar 
dalam aplikasi yang disebut KKP dekstop. Akan tetapi, sejak April 
2014 BPN Makassar mulai menggunakan sistem aplikasi yang disebut 
KKP Web yang merupakan sistem informasi kegiatan pertanahan 
secara nasional yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Infomasi 
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Pusat.  
KKP Web ini berisi data tekstual dan data spasial mengenai 
kepemilikan dan penguasaan suatu bidang tanah yang telah terdaftar 
di Kota Makassar. Data tekstual tanah yang telah terdaftar, kemudian 
dikonversi ke dalam data elektronik yang disajikan dalam aplikasi 
tersebut. Dengan demikian, penyiapan data yang terdapat dalam 
aplikasi KKP Web itu diperolah dari, antara lain : 
1. Buku Tanah 
Adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data 
yuridis suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada 






ini menegaskan data keabsahan penguasaan/kepemilikan 
hak pemegang sertifikat dan data keabsahan obyektif bidang 
tanah yang dikuasai/dimiliki oleh pemegang sertifikat.  
2. Gambar Situasi / Surat Ukur 
Adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah 
dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 butir 17 PP No. 24 
Tahun 1997). Dokumen ini menyatakan kepastian lokasi dan 
besaran-besaran obyektif  (lokasi, batas dan luas) dari bidang 
tanah yang digambarkan yang dikuasai/ dimiliki oleh 
pemegang sertifikat. Surat Ukur pada sertifikat hak milik atas 
tanah merupakan hasil salinan dari Peta Pendaftaran Tanah 
(biasanya pada cara pendaftaran tanah sistematik) atau dari 
hasil pengukuran bidang tanah (biasanya pada cara 
pendaftaran tanah sporadik).  
Surat Ukur berisi dua jenis data. Pertama, data berupa uraian 
mengenai: Nomor Surat Ukur, lokasi (Desa/Kelurahan, 
Kabupaten/Kota, dan Propinsi); Nomor Peta Pendaftaran 
(yang menjadi sumber kutipan Surat Ukur), keadaan tanah, 
tanda-tanda batas, luas bidang tanah, penunjukan dan 
penetapan batas, pengesahan Kepala Kantor Pertanahan 
atau Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor 
Pertanahan dan keterangan pemisahan / pengggabungan / 
penggantian sertifikat.  
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Kedua, peta bidang tanah (lengkap dengan penunjuk arah 
Utara sebagai orientasi) yang disertifikatkan dan bidang-
bidang tanah lain sekitarnya yang berbatasan, yang dibubuhi 
nomor-nomor bidang tanah (dalam lima dijit) dalam wilayah 
Desa/Kelurahan lokasi bidang tanah bersangkutan.  
3. Peta Pendaftaran 
Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang 
atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. 
Peta Pendaftaran merupakan peta tematik, adalah peta yang 
menginformasikan mengenai bentuk, batas, letak, nomor 
bidang dari setiap bidang tanah dan digunakan untuk 
keperluan pembukuan bidang . Hal ini sesuai dengan bunyi 
pasal 1 ayat 15 PP24/1997 dan pasal 141 PMNA/KBPN No. 
3/ 1997. 
Peta pendaftaran dibuat dengan skala 1 : 1.000, 1 : 2.500, 
dan 1 : 10.000, sesuai dengan fungsinya sebagai pembukuan 
bidang-bidang tanah dan mencegah terjadinya pendaftaran 
ganda, maka peta pendaftaran harus digunakan sebagai peta 
yang berkembang (tumbuh/ up-to date). Dengan demikian 
setiap perubahan, penambahan bidang-bidang tanah yang 
tercakup pada suatu lembar peta pendaftaran harus 
digambar pada peta tersebut. 
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Unsur bangunan pada peta pendaftaran tidak merupakan 
keharusan untuk dipetakan, kecuali unsur tersebut 
merupakan bagian data yang penting atau dapat digunakan 
untuk rekonstruksi batas bidang tanah jika diperlukan (pasal 
141) . 
Nomor identifikasi bidang (NIB) digunakan sebagai identifier 
untuk dapat berhubungan atau korelasi dengan data lain 
yang menyangkut satu bidang atau bidang-bidang tanah 
(pasal 21 PP24/1997 dan pasal 142 ayat 3). Dalam peta 
pendaftaran hanya ditulis 5 (lima) digit terakhir mengingat 
batas wilayah administrasi telah dicantumkan. 
Peta pendaftaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari 
di Kantor Pertanahan haruslah peta dalam satu sistim 
koordinat tertentu dan format peta tertentu. 
Sistim koordinat tertentu artinya untuk suatu peta pendaftaran 
hanya menggunakan sistim koordinat lokal atau nasional. 
Semua bidang tanah yang tercakup pada lembar peta harus 
dapat dipetakan sesuai keadaan dilapangan. Sehingga pada 
suatu lokasi administrasi desa/ kelurahan tidak perlu lagi 
menggunakan banyak peta dengan banyak sistim koordinat, 
tetapi hanya ada satu sistim koordinat yaitu lokal/ nasional. 
Apabila menggunakan sistim lokal, maka harus 
ditransformasi ke sistem nasional. 
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Ketiga sumber data pertanahan di atas memastikan aplikasi KKP 
web yang digunakan oleh BPN Kota Makassar menghimpun segala 
informasi mengenai bidang-bidang tanah di suatu wilayah. Informasi 
mengenai pemilik suatu bidang tanah, luas bidang tanah, lokasi, hingga 
batas bidang tanah yang dikuasai oleh pemegang sertifikat terangkum 
dalam aplikasi tersebut. Aplikasi KKP web ini juga menggambarkan peta 
seluruh bidang tanah. Gambaran mengenai bentuk, batas, letak, nomor 
bidang dari setiap bidang tanah dapat dilihat dalam aplikasi yang telah 
dijalankan oleh BPN Kota Makassar. 






































Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat jika penyiapan data 
elektronik dalam aplikasi KKP web ini dimulai menghimpun semua data 
pertanahan yang telah terdaftar di kantor pertanahan. Data pertanahan itu 
diambil berdasarkan buku tanah, gambar situasi/surat, dan peta 
pendaftaran suatu bidang tanah yang didaftarkan oleh masyarakat. 
Seluruh data pertanahan yang masuk dihimpun dan kemudian dikelola 
oleh kantor Badan Pertanahan Nasional tingkat kota/kabupaten.  
Data yang masuk terdiri dari dua jenis, yakni data tekstual dan data 
grafik. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis yang dihimpun dan dikelola 
oleh BPN tingkat kota/kabupaten. Data pertanahan yang terhimpun 
kemudian dimasukkan ke dalam basis data milik kantor BPN di tingkat 
provinsi di wilayah tersebut. Aktivitas penghimpunan data ini dilakukan di 
setiap proses pendaftaran tanah pada kantor BPN tingkat kabupaten/kota 
di setiap harinya. Dengan begitu, data yang diperoleh dari setiap 
pendaftaran tanah langsung terhimpun dalam basis data milik BPN 
provinsi.  
Setiap data pertanahan yang masuk otomatis terangkum ke dalam 
pusat data atau bank data milik BPN pusat. Pusat Data dan Informasi 
BPN pusat kemudian mengelola data tersebut dan memasukkannya ke 
dalam aplikasi KKP web. Dengan demikian setiap data yang terhimpun 
dari berbagai wilayah di Indonesia bisa langsung dilihat dalam aplikasi 
yang digunakan di seluruh kantor BPN itu. Hanya saja aplikasi KKP web 
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ini hanya bisa diakses oleh internal BPN saja. Dalam artian, data yang 
terangkum dalam aplikasi ini tidak bisa diakses oleh publik. 
Aplikasi KKP Web juga menampilkan segala aktivitas pendaftaran 
tanah sejak awal hingga terbitnya sertifikat ataupun berita acara. Hal ini 
memungkinkan segala kegiatan pertanahan yang terdapat di kantor BPN 
Kota Makassar tidak lagi dilakukan secara manual. Pengecekan 
perkembangan proses pendaftaran tanah hingga pengumuman sertifikat 
hilang dapat dilihat melalui aplikasi tersebut. Begitu pun dengan proses 
pembayaran bahkan hingga pengambilan nomor antrian permohonan 
pendaftaran dapat dilakukan secara digital.   
Secara umum penerapan Sistem Informasi dan Manajemen 
Pertanahan Nasional melalui aplikasi KKP web memiliki keunggulan 
antara lain; pertama, transparansi pelayanan terhadap masyarakat 
dimana masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung dalam 
hal biaya, waktu pelaksanaan dan kepastian penyelesaian pendaftaran 
tanah. Kedua, efesiensi waktu dimana prinsip one captured multi used 
merupakan kunci utama dalam optimalisasi pemanfaatan database 
elektronik. Ketiga, kualitas data yang berada dalam aplikasi yang 
digunakan dapat diandalkan sebab pemberian nomor-nomor daftar isian 
dilakukan oleh sistem secara otomatis. Keempat; sistem informasi 
eksekutif memungkinkan para pengambil keputusan untuk dapat 
memperoleh dan menganalisa data sehingga menghasilkan informasi 
yang terintegrasi. Kelima, SIMTANAS mendukung adanya pertukaran data 
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dalam rangka membangun pelayanan pemerintah secara terpadu (one 
stop services) dan mengembangkan perencanaan pembangunan berbasis 
data spasial (spatial planning). 
Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri penerapan Sistem 
Informasi dan Manajemen Pertanahan masih memiliki kelemahan 
dibeberapa aspek. Hal ini dikarenakan pada prakteknya kegiatan 
pendaftaran tanah masih dominan dilaksanakan secara manual. Kendati 
sistem ini telah diberlakukan.  
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di 
suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi 
tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif dan akurat. 
Mengingat penyiapan datanya didasarkan pada data tektual dan spasial 
yang didapati di lapangan.  
Aplikasi ini juga menjadi pusat informasi digital tentang segala 
bentuk aktivitas yang terjadi di kantor Badan Pertanahan Nasional. 
Sehingga hal tersebut membantu terjadinya transparansi dalam 
kepengurusan pendaftaran tanah. Hal ini juga dapat memudahkan 
masyarakat untuk mengawasi dan memantau langsung proses 
pendaftaran tanahnya. 
Hanya saja, proses pendaftaran tanah masih dilakukan secara. 
Hingga dapat dikatakan bahwa implementasi SIMTANAS di BPN Kota 
Makassar sendiri belum dilaksanakan secara maksimal. Meskipun telah 
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ada beberapa pembenahan dalam hal pelayanan dan informasi, seperti 
yang disebutkan di atas. Bentuk pelayanan yang masih dalam sistem 
KKP, seharusnya lebih diperbaharui lagi berdasarkan Keputusan Presiden 
No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan 
Pasal 1 huruf b BPN ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan 
Sistem Informasi Pertanahan Dan Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS). 
C. Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan 
Nasional (SIMTANAS) untuk Mencegah Sertifikat Ganda 
(Overlapping) 
Sertifikat ganda adalah dua buah sertifikat atau lebih dimana obyek 
tanahnya sebagian atau seluruhnya sama tetapi data subyeknya bisa 
sama ataupun berbeda. Fenomena kasus sertifikat ganda secara garis 
besar lebih banyak disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi 
mengenai kepemilikan tanah. Masyarakat kerap kesulitan dalam 
mengakses informasi mengenai kepemilikan suatu luasan tanah di 
pedesaan dan atau suatu bidang tanah di wilayah perkotaan. Di samping 
itu, nilai ekonomis tanah mendorong seseorang untuk menguasai, 
menjaga dan mengamankan tanah miliknya dari penguasaan orang lain.  
Faktor lainnya yang tak kalah berperan menyebabkan terjadinya 
sertifikat ganda adalah produk keputusan yang dikeluarkan oleh 
stakeholder yang berkaitan dengan pertanahan yang tumpang tindih. Hal 
ini menimbulkan kesan kurangnya koordinasi antar instansi yang 
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berhubungan langsung dengan pertanahan dalam mengeluarkan produk 
kebijakan atau putusan atas suatu luasan atau bidang tanah. Belum lagi 
ketidaktelitian dan ‘permainan’ oknum aparat yang berwenang dalam 
menerbitkan bukti-bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah.  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) untuk menyelesaikan maupun mencegah terjadinya kepemilikan 
sertifikat ganda. Dalam menyelesaikan kasus sertifikat ganda, BPN 
membuka layanan pengaduan dan informasi kasus sengketa pertanahan 
kepada masyarakat. 
BPN juga telah memprogramkan pengadaan Peta Pendaftaran 
Tanah dan mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen 
Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang berisi tentang basis data 
kepemilikan tanah baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun 
perseorangan untuk mencegah munculnya sertifikat ganda. Sistem 
informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dalam 
implementasinya di BPN Kota Makassar masih di aplikasikan dalam 
Komputerisasi Kantor Pertanahan Website (KKP Web), seperti yang 
diuraikan sebelumnya. Aplikasi tersebut membantu proses manajemen 
terhadap aktifitas dalam kegiatan pertanahan. Adanya KKP web ini 
memberikan semangat baru terhadap reforma agraria Indonesia. 
Mengingat, banyaknya permasalahan agraria yang ada di Indonesia 
memerlukan penanganan yang serius.  
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Segala bentuk pelayanan yang dikeluarkan BPN untuk dilaksanakan 
oleh Kantor pertanahan merupakan implementasi dari salah satu sapta 
tertib pertanahan yaitu tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi 
pertanahan merupakan usaha ataupun kegiatan manajemen pertanahan 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah 
dibidang pertanahan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. 277 
tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan indikator pelaksanaan tertib 
administrasi pertanahan adalah menjalankan Komputerisasi Kantor 
Pertanahan (KKP) secara konsisten serta mengembangkan KKP ini. 
Tentunya dengan dijalankannya KKP ini dapat meningkat pola pelayanan 
pertanahan serta dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pola 
pelayanan yang berbasi komputerisasi dengan KKP ini tentunya memiliki 
tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, misalnya saja dalam hal pemetaan 
tanah. Sistem komputerisasi ini dapat menyimpan peta tanah dalam 
jumlah yang lebih banyak dan juga mengurangi penyimpanan secara 
manual atau paperless. 
Selain itu, menjalankan sistem KKP ini juga memberikan 
transparansi terhadap masyarakat umum. Hal ini dikarekanan pelayanan 
publik harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
mengerti. Seperti halnya dalam implementasinya mencegah sertifikat 
ganda (overlapping) KKP ini berfungsi untuk memberikan data mengenai 
suatu bidang tanah yang telah bersertifikat ataupun belum bersertifikat.  
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Dokumen yang akan diserahkan sebagai kelengkapan data untuk 
pendaftaran diserahkan ke server untuk dicek keabsahan datanya. Dalam 
pengecekan inilah digunakan aplikasi turunan dari KKP Web yang disebut 
Geospasial KKP.  
Geospasial KKP adalah aplikasi KKP web yang digunakan untuk 
pengecekan data spasial pertanahan atau bidang-bidang tanah yang 
sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Hal tersebut berdasarkan 
hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah 
BPN Kota Makassar Bapak Susan Suharjana yang mengatakan bahwa 
permohonan yang masuk kemudian dicek dalam Geo KKP web, hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya 
seperti sertifikat ganda. Geo KKP Web ini kemudian memberikan 
gambaran bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat dan belum 
memiliki sertifikat.57 
Pengecekan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya sertifikat 
ganda. Terlebih, kasus sertifikat ganda dapat terjadi karena beberapa 
kemungkinan yaitu : 
1. Lebih sertifikat aslinya tapi salah satunya asli atau palsu. 
Artinya keduanya mempunyai salinan/ arsip di Kantor BPN. 
Hal ini terjadi karena suatu bidang tanah yang telah 
bersertifikat akan tetapi didaftarkan lagi pada kantor BPN, jika 
                                                          
57  Hasil wawancara dengan  Kepala Subseksi Tematik dan Potensi BPN Kota Makassar 
Bapak Susan. S.H., pada 1. Maret, 2016 di Kantor Pertanahan Kota Makassar 
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keduanya memang asli produk BPN akan tetapi obyek/ 
bidang tanahnya sama baik letak, posisi maupun luasnya. 
2. Sertifikat palsu, artinya data dalam sertifikat tersebut tidak 
terdapat salinannya di Kantor BPN 
3. Salah satu atau lebih, dari sertifikat tersebut merupakan 
bagian dari sertifikat yang lain. Hal ini dapat terjadi karena 
bidang tanah yang didaftarkan seharusnya melalui proses 
pemecahan sertifikat induknya atau sebaliknya penerbitan 
sertifikat yang satu harusnya merupakan pengganbungan 
dari beberapa sertfikat yang lain.  
4. Overlapping  (tumpang tindih) yaitu ada dua atau lebih 
sertifikat yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya 
sehingga  bagian yang tumpang tindih tersebut merupakan 
bagian dari sertifikat ganda. Karena sebagian tanahnya 
masuk dalam sertifikat yang lain. 
Hal-hal di atas tentunya dapat terjadi dikarenakan tidak adanya basis 
data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun 
belum terdaftar. Sehingga, aplikasi Geospasial sangat penting untuk 
menghindari terjadinya sertifikat ganda. Aplikasi ini menyajikan gambaran 
seluruh areal tanah dalam suatu wilayah baik yang sudah bersertifikat 
maupun yang belum bersertifikat.  
Meski begitu, informasi yang disajikan dalam aplikasi Geospasial 
KKP ini dinilai masih kurang mendukung. Hal itu disebabkan oleh cara 
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memperoleh koordinat nasional dengan GPS Hand Out yang masih 
kurang akurat. Tingkat kesalahan akurasinya bisa mencapai kesalahan 
radius 100 meter. Selain itu, masih kerap terjadi kesalahan penunjukan 
batas bidang tanah pada saat pengukuran bidang tanah dilakukan di 
lapangan. Kesalahan ini seringkali menimbulkan tumpang tindih antara 
sertifikat satu dan sertifikat lainnya. Dimana bidang tanah dari suatu 
sertifikat kerap menjadi bagian dari sertifikat yang lainnya.  
Berdasarkan penjelasan Admin Geo KKP BPN Kota Makassar 
Bapak Yoga, aplikasi KKP Web sangat penting dalam upaya mencegah 
terjadinya sertifikat ganda. Aplikasi ini menyuguhkan informasi tentang 
kegiatan pertanahan secara transparan dan dalam waktu yang singkat. 
Sehingga, selain menghemat waktu aplikasi ini pula menghemat biaya 
dan tentunya sebagai bentuk reforma agrarian menurut Bapak Yoga, KKP 
Web ini memiliki peranan penting dalam pencegahan sertifikat ganda. 
KKP Web mampu memberikan informasi menyeluruh tentang suatu 
bidang data tanpa memerlukan waktu yang lama. Hal ini tentunya 
memberikan efisiensi dari segi biaya dan waktu. Selain itu, tentunya hal ini 
sangat membantu masyarakat.58 
Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas paling 
penting dari setiap instansi pemerintahan. Bahkan, pembentukan instansi-
instansi pemerintahan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjadi 
perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
                                                          
58  Hasil wawancara dengan  Admin Geo KKP BPN Kota Makassar Bapak Yoga, S.H 
pada 31, Maret, 2016 di Kantor Pertanahan Kota Makassar  
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Olehnya itu, BPN sebagai salah satu instansi pemerintahan mesti 
memfokuskan pelayanannya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Perhatian akan pemberian kepuasan masyarakat ini sangatlah penting, 
mengingat kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dan keberhasilan 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 
Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah 
adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas 
pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan 
dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan 
tegaknya sistem pemerintahan. Disadari bahwa kondisi aparatur negara 
masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum 
efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan 
publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, 
diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, 
berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika 
masyarakat. 
Pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan 
banyak mendapat keluhan dari masyarakat pelanggannya, antara lain 
disebabkan masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat 
penggunanya. Paradigma yang dipergunakan para pengelola pelayanan 
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publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan / 
mengutamakan kepentingan pimpinan organisasinya saja. Masyarakat 
sebagai pengguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun wujud 
berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada 
pengelolanya. Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan paradigma 
yang bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri kepada 
kepentingan masyarakatnya, pengelola pelayanan harus mampu bersikap 
menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani.  
Diberlakukannya kebijakan SIMTANAS ini diharapkan membawa 
angin segar terhadap proses pelayanan publik di lingkup Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar. Proses pendaftaran tanah yang 
selama ini memakan biaya, waktu, tenaga dan prosedur yang berbelit 
diharapkan bisa menjadi lebih mudah dan efisien.  Sehingga SIMTANAS 
dapat membantu memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan 
informasi dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan prosedur. Di samping itu, 
SIMTANAS juga turut membantu pejabat struktural dalam memperoleh 
informasi tentang kinerja kantor berupa laporan secara cepat, akurat, dan 
aktual karena dikerjakan oleh sistem (bukan SDM) dan membangun 
kedisiplinan seluruh pegawai untuk memelihara dan konsisten terhadap 
aplikasi KKP web yang sudah dibangun BPN pusat sehingga kualitas 
informasi pada SIMTANAS terjaga tetap cepat, akurat, dan aktual. 
Selain membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang 
komprehensif mengenai kegiatan pertanahan, keberadaan sistem 
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informasi sangat penting untuk mendukung BPN dalam melaksanakan 
tugasnya. BPN nampaknya menyadari bahwa unit organisasi yang ingin 
berhasil, memerlukan sistem manajemen informasi dalam melaksanakan 
tugas. Kriteria tugas yang pasti akan mendorong pencapaian tugas secara 
tepat, sehingga berfungsi dalam pengambilan keputusan. 
Selanjutnya, PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan menganggap 
perubahan sistem pelayanan pertanahan ini sebagai bentuk reforma 
agraria. Namun, dengan berubahnya sistem pelayanan yang terjadi pada 
Kantor Pertanahan ini  tidaklah efetif dan cenderung menyulitkan 
masyarakat terlebih ppat sebagai bpn dalam hal pengurusan tanah 
masyarakat. Hal tersebut diungkapkan staff Notaris Harapan Kanna, Ibu 
Musdalifah yang mengatakan dengan adanya sistem pelayanan yang 
berbasis komputerisasi ini tidak memberikan solusi bagi kita (masyarakat), 
sebab yang menjalankan sistem komputerisasi itu hanya pegawai bpn 
saja, tidak dpt diakses oleh ppat, yang dapat kami akases hanya yag 
bersifat informasi saja, sehingga segala proses pendaftaran ataupun balik 
nama yang dilakukan masih dilakukan secara manual.59 
Hal yang terpenting yang kemudian perlu diingat adalah aplikasi KKP 
Web ini juga dapat mencegah terjadinya manipulasi data oleh pihak-pihak 
tertentu. Sebab, seluruh informasi pertanahan yang dimasukkan ke dalam 
aplikasi ini berdasar pada data tekstual dan fakta yang didapati di 
lapangan. Semua data yang diajukan oleh masyarakat yang melakukan 
                                                          
59  Hasil wawancara pada Hari, Jum’at, 22 April 2016 di Kantor Pertanahan Kota 
Makassar pada pukul 10.15 WITA 
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permohonan pendaftaran tanah diinput ke dalam aplikasi ini dan dapat 
diawasi secara langsung melalui internet. 
Namun, admin Geo KKP web BPN Kota Makassar Bapak Yoga 
menyadari bahwa aplikasi KKP web ini masih belum mampu sepenuhnya 
mencegah terjadinya sertifikat ganda. Salah satu penyebabnya adalah 
adanya pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan lembaga BPN 
dengan cara sengaja memasukkan data fiktif tentang suatu bidang 
tanah.60 Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan sertifikat 
ganda di masyarakat. Meskipun KKP web telah memiliki data Geo spasial, 
tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat beberapa masalah pertanahan. 
Baik sertifikat ganda maupun masalah tumpang tindih saja. 
Salah satu pihak yang kerap menimbulkan permasalahan tanah 
adalah mafia tanah. Mafia tanah ini kerap berupaya mendapatkan tanah 
seseorang dengan berbagi cara. Salah satunya dengan memalsukan 
dokumen pertanahan. Untuk meminimalisir hal itu, Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang telah meluncurkan sebuah program yang disebut 
sertifikat digital pada Juli 2015. Sertifikat digital ini berupa sertifikat tanah 
dalam versi digital yang dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa 
password dan identifikasi pemilik sertifikat. Program sertifikat tanah digital 
ini sebenarnya merupakan program lanjutan dari penguatan database 
yang telah dilakukan sebelumnya.  
                                                          
60 Hasil wawancara dengan  Admin Geo KKP BPN Kota Makassar Bapak Yoga, S.H 
pada 31, Maret, 2016 di Kantor Pertanahan Kota Makassar  
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Salah satu keuntungan dalam program sertifikat tanah digital adalah 
bisa menghindarkan masyarakat dari praktik mafia tanah. Untuk 
mengetahui sertifikat yang asli dan palsu pun dapat dicek dalam waktu 
lima menit. Sertifikat tanah digital ini juga diklaim sangat aman. Sebab, 
selain menggunakan password, pengguna juga diharuskan untuk mengisi 
data selengkapnya dan mencantumkan foto.  
Di samping itu, program sertifikat tanah digital ini diklaim dapat 
memudahkan masyarakat untuk mengakses data mengenai bukti 
kepemilikan tanah. Jadi jika sertifikat tanah yang asli (cetak) hilang, 
masyarakat dapat mengakses sertifikat tanah digital miliknya dengan 
hanya memasukkan password. Sertifikat tanah digital itu pun bisa 
langsung dicetak seperti sertifikat sebelumnya.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BPN Kota 
Makassar telah menjalankan kebijakan SIMTANAS. Hal itu 
diimplementasikan dalam pengelolaan data pertanahan menggunakan 
aplikasi KKP web. Aplikasi ini menghimpun seluruh data pertanahan dan 
menyajikan informasi mengenai suatu bidang tanah baik yang sudah 
bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.  
Informasi yang terdapat di dalamnya diambil berdasarkan data yang 
diajukan oleh masyarakat saat mendaftarkan suatu bidang tanah. Akan 
tetapi, data yang diajukan oleh masyarakat masih dilakukan pengecekan 
dengan menggunakan aplikasi yang disebut Geospasial KKP. Aplikasi 
turunan dari KKP web ini memberikan gambaran suatu bidang tanah yang 
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terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dengan adanya aplikasi ini 
permasalahan sertifikat ganda (overlapping) di masyarakat mampu 
diminimalisir.  
Hanya saja aplikasi ini dinilai masih memiliki sejumlah kelamahan. 
Akurasi pengukuran suatu bidang tanah masih kurang akurat. Rentang 
kesalahannya mencapai radius 100 meter. Sehingga informasi data 
pertanahan yang dikelola oleh BPN kerap mengalami beberapa 
permasalahan, seperti terjadi tumpang tindih pada suatu bidang tanah 
dengan bidang tanah lainnya, dan berujung pada permasalah  yang 
ditemui oleh PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan dan juga pada 
masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. 
  












Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam 
pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah : 
1. Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN 
Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang 
didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di 
lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk 
setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi 
ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang 
tanah secara komprehensif. 
2. KKP web yang dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian 
SIMTANAS pada BPN Kota Makassar berfungsi mencegah 
terjadinya sertifikat ganda (overlapping) dengan Geo Spasial KKP 
yang memberikan data spasial bidang tanah yang terdaftar dan 
belum terdaftar. Secara keseluruhan aplikasi ini belum maksimal 
dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 
meter. Sehingga informasi data pertanahan yang dikelola oleh BPN 
kerap mengalami beberapa permasalahan, seperti terjadi tumpang 
tindih pada suatu bidang tanah dengan bidang tanah lainnya, dan 
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berujung pada permasalah  yang ditemui oleh PPAT sebagai mitra 
Kantor Pertanahan dan juga pada masyarakat sebagai pengguna 
pelayanan publik. 
B. SARAN 
1. Perlunya dibangun suatu sistem informasi pertanahan yang 
menyiapkan basis data pertanahan secara akurat. Seluruh bidang 
data yang tanah dipetakan dalam suatu sistem koordinat nasional 
yang terhubung dengan data subyek dengan data yuridis bidang 
tanah dalam sistem komputerisasi yang lebih handal serta selalu 
terup to date dan mudah dalam pencariannya. Selain sistem 
informasi, juga perlu dibangun suatu sistem manajemen 
pertanahan yang yang tidak hanya dapat diakses oleh aparat BPN, 
namun masyarakat pada umumnya. 
2. Meningkatkan kedisiplinan dan integritas serta pelatihan untuk 
aparat BPN terhadap pengumpulan data yuridis dan data fisik 
bidang tanah.  
3. Perlunya diadakan penelitian yang lebih komprehensif terkait 
SIMTANAS ini sebagai bentuk penyempurnaan dari penelitian ini. 
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